
BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sengketa  adalah  sesuatu  yang  menyebabkan  timbulnya  perbedaan

pendapat,  pertengkaran,  maupun  pembantahan.  Pada  umumnya  yang  menjadi

dasar dari  pertengkaran adalah perebutan suatu daerah atau wilayah.1 Sengketa

Internasional  yang  dihadapi  oleh  Indonesia  dan  Malaysia  disebabkan  oleh

perebutan hak kepemilikan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan yang berada di Selat

Makassar lebih tepatnya di wilayah Kalimantan Timur.2 Sengketa ini muncul pada

tahun  1969,  dimana  ketika  Tim  Teknis  Hukum  Laut  dan  Landas  Kontinen

Indonesia bersama dengan Malaysia merundingkan perbatasan laut negara untuk

wilayah Sabah dan Kalimantan Timur. 

Kedua  negara  ini  bertemu  pada  tanggal  22  September  1969  di  Kuala

Lumpur  Malaysia.  Pulau  Sipadan  dan  Ligitan  tidak  terdapat  didalam  peta

Indonesia maupun Malaysia. Indonesia pada saat itu berpegang pada UU No. 4

Prp tahun 1960 tentang perairan Indonesia,  namun ternyata Pulau Sipadan dan

Pulau Ligitan tidak termasuk Perpu No. 4 Prp tahun 1960 tersebut.3 Meskipun

demikian baik Indonesia maupun Malaysia mengklaim bahwa Pulau Sipadan dan

Ligitan  merupakan  bagian  dari  wilayah  negara  mereka.  Akhirnya  perundingan

1KBBI.“Sengketa.”Tersedia di https://kbbi.web.id/sengketa; Internet; Diakses pada 30 Agustus 
2019.

2 Kanya Tirtamreta. “Kasus Sengketa Wilayah diantara Dua Negara Serumpun Terhadap Pulau 
Sipadan dan Pulau Ligitan.”Academia.edu. Tersedia di 
https://www.academia.edu/34904531/KASUS_SENGKETA_WILAYAH_DIANTARA_DUA_N
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bilateral yang dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia ini tidak berhasil mencapai

keputusan hak kepemilikan dari Pulau Sipadan dan Ligitan. 

Gambar 1.1 Peta Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan

Sumber : (Sifatmadu 2017)

Karena sengketa ini  masih belum bisa mencapai kesepakatan,  Indonesia

menilai bahwa kedua belah pihak sepakat untuk menjadikan Pulau Sipadan dan

Ligitan dengan status quo. Sedangkan disisi lain, Malaysia menilai bahwa tidak

ada kesepakatan mengenai status quo. Sehingga hal ini menyebabkan perbedaan

pengertian  bagi  kedua  negara,  karena  pada  dasarnya  status  quo  tidak  tercatat

dalam dokumen  maupun  perjanjian.4 Status  quo ini  berjalan  selama 10 tahun,

hingga  pada  tanggal  21  Desember  1979  dimana  Malaysia  menunjukkan  Peta

Baru. Peta tersebut menggambarkan perairan dan batas landas kontinen baru milik

EGARA_SERUMPUN; Internet; Diakses pada 30 Agustus 2019.
3 Hasjim Djalal. “Penyelesaian Sengketa Sipadan-Ligitan, Interpelasi?.” Perpustakaan 

Bappenas.go.id. [e-journal] Tersedia di http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/
blob/F15710/Penyelesaian%20Sengketa%20Sipadan.htm.Diakses pada 30 Agustus 2019.

4Hasjim Djalal. “Dispute between Indonesia and Malaysia on the sovereignty over Sipadan and
Ligitan Islands.” Jurnal Opini Juris, Januari – April 2013, Vol. 12 Page : 11.
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Malaysia  secara  sepihak.  Dalam  peta  tersebut,  Malaysia  memasukkan  Pulau

Sipadan dan Ligitan sebagai bagian dari negara mereka.5

Tindakan yang dilakukan oleh Malaysia ini  tentunya tidak diterima dan

diprotes oleh Indonesia. Beberapa negara tetangga juga keberatan atas tindakan

sepihak  Malaysia  ini.  Negara  –  negara  tetangga  tersebut  adalahFilipina,

Singapura,  Thailand,  Vietnam,  dan  Cina.  Dasar  atas  tindakan  protes  ini

dikarenakan  Peta  Baru  Malaysia  tahun 1979 tersebut  tidak  memiliki  implikasi

yuridis.6 Indonesia secara resmi mengungkapkan keberatan terhadap adanya Peta

Baru Malaysia pada tanggal 8 Februari 1980. Masalah inipun kemudian dibahas

melalui  sebuah  pertemuan  pada  tanggal  26  Maret  1980.  Pada  pertemuan  ini

Indonesia  diwakili  oleh  Presiden  Indonesia  Soeharto,  sedangkan  Malaysia

diwakili oleh Perdana Menteri Malaysia Hussein Onn.7

Setelah  pertemuan  yang pertama tersebut,  selanjutnya  pada  tahun 1992

kedua negara ini  kembali  mengadakan pertemuan.  Namun kali  ini  Malaysia  di

wakili  oleh  Perdana  Menteri  baru  Malaysia  yaitu  Mahathir  Muhammad,

sedangkan Indonesia tetap diwakili oleh Presiden Soeharto. Pertemuan ini terjadi

selama  tiga  tahun  berturut  –  turut,  yakni  pada  tahun  1992,  1993,  dan  1994.8

Setelah  dilaksanakannya  beberapa  pertemuan,  kedua belah  pihak masih  belum

mendapatkan  keputusan  dan  solusi  untuk  masalah  Pulau  Sipadan  dan  Ligitan.

5Agustina Merdekawati. “The Identification of Facts and Legal Issues as first steps towards 
fair settlement of the delimitation dispute over the Ambalat Block between Indonesia and 
Malaysia.” KnE Social Siences, 2016, Page : 1-15.

6Dewi Dwi Puspitasari, Etty Eidman, dan Luki Adrianto. “Studi analisis konflik Ambalat di 
Perairan Laut Sulawesi.” Buletin ekonomi perikanan, 2008, Vol. 2777, No. 2 Page : 44.

7Asri Salleh, Che Hamdan Che Mohd Razali, dan Kamaruzaman Jusoff. “Malaysia’s policy 
towards its 1963 – 2008 territorial disputes.” Jurnal of Law and Conflict Resolution, Oktober 
2009, Vol. 1 (5) Page : 110.
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Sebelumnya  pada  bulan  Oktober  1991,  Indonesia  dan  Malaysia  sepakat  untuk

membuat sebuah komite baru yang disebut Joint Working Group (JWG). 

JWG  ini  dibentuk  khusus  untuk  menangani  masalah  bilateral  intensif

antara Indonesia dan Malaysia mengenai Pulau Sipadan dan Ligitan. Pertemuan

JWG ini diadakan sebanyak tiga kali,  yaitu pada tanggal 6 Juli  1992, 26 – 27

Januari 1994 dan 8 September 1994.9 Namun perjuangan yang dilakukan melalui

JWG ini sama sekali tidak memberikan solusi bagi kedua belah pihak. Akhirnya

setelah kegagalan JWG, pada tanggal 14 September 1994 Malaysia memberikan

usulan kepada Indonesia untuk membawa sengketa ini menuju International Court

of  Justice  (ICJ).  Pada  awalnya  Indonesia  merasa  keberatan  atas  usulan  yang

Malaysia berikan. 

Indonesia  yang diwakili  oleh  Mochtar  Kusumaatmadja  mengungkapkan

bahwa pihak ketiga seperti  Mahkamah Internasional  tidak memahami sengketa

yang dihadapi oleh Indonesia dan Malaysia. Indonesia berpendapat bahwa Dewan

Tinggi ASEAN lebih layak untuk mengatasi sengketa ini dibandingkan melalui

ICJ sesuai dengan Treaty of Amity and Coorperation (TAC) 1976.10 Indonesia dan

Malaysia  merundingkan  jalan  keluar  terbaik  untuk  mengatasi  sengketa  Pulau

Sipadan dan Ligitan. Dalam perundingan tersebut Indonesia diwakili oleh Menteri

Sekretaris Negara Indonesia yakni Murdiyono, sedangkan Malaysia diwakili oleh

Wakil Perdana Menteri Malaysia yakni Anwar Ibrahim. 

8Ibid
9 Ibid
10Awani Irewati. “Meninjau mekanisme penyelesaian sengketa perbatasan di ASEAN.” Jurnal 

penelitian politik, 24 Juni 2014, Vol. 11, No. 1 Page : 50.
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Perundingan  tersebut  dilaksanakan  sebanyak  empat  kali  melalui

pertemuan.  Pertemuan  yang  pertama  dan  kedua  dilaksanakan  di  Jakarta  pada

tanggal 17 Juli 1995 dan 16 September 1995. Sedangkan pertemuan ketiga dan

keempat dilaksanakan di Kuala Lumpur pada tanggal 22 September 1995 dan 21

Juli 1996.11 Sehingga pada bulan Oktober 1996, akhirnya Indonesia menyerah dan

menyetujui  usulan  dari  Malaysia  dan  membawa  sengketa  ini  ke  jenjang

Internasional  melalui  Mahkamah  Internasional.  Selanjutnya  pada  tanggal  30

September 1998 Indonesia dan Malaysia menyerahkan dokumen – dokumen ke

pihak Mahkamah Internasional untuk menyelesaikan sengketa Pulau Sipadan dan

Ligitan.12

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan topik mengenai Sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan antara

Indonesia  dan Malaysia  serta  Penyelesaiannya  yang akan penulis  kaji,  penulis

merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Mengapa Sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan antara Indonesia dan     

    Malaysia bisa terjadi?

2. Bagaimana penyelesaian yang dilakukan untuk mengatasi Sengketa 

    Pulau Sipadan dan Ligitan?

11Suhendra, “Sipadan dan Ligitan,” Tirto.id. Tersedia di https://tirto.id/sipadan-dan-ligitan-
bblv; Internet; Diakses pada 30 Agustus 2019.

12Awani Irewati. “Meninjau mekanisme penyelesaian sengketa perbatasan di ASEAN.” Jurnal 
penelitian politik, 24 Juni 2014, Vol. 11, No. 1 Page : 50.
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3. Apa alasan kekalahan Indonesia terhadap Malaysia?

1.3. Tujuan Penelitian

Berkaitan  dengan  rumusan  masalah  yang  diteliti  oleh  penulis,  terdapat

beberapa  tujuan  penelitian  yang  dapat  penulis  rumuskan,  tujuan  penelitian

tersebut adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan penyebab terjadinya Sengketa Pulau Sipadan dan 

    Ligitan antara Indonesia dan Malaysia.

2. Untuk mengetahui secara jelas penyelesaian yang dilakukan untuk 

    mengatasi Sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan.

3. Untuk mengetahui secara jelas kekalahan Indonesia terhadap Malaysia 

    mengenai hak kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian yang  dilakukan oleh penulis berdasarkan rumusan masalah ini

diharapkan  dapat  memberikan  kegunaan  dan  manfaat  bagi  semua  pihak  yang

membaca. Beberapa manfaat penelitian yang penulis harapkan dapat diambil oleh

pembaca adalah sebagai berikut :

1. Untuk menambah wawasan dan informasi terhadap para pembaca

mengenai Penyebab Sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan.

2. Untuk menambah wawasan dan informasi terhadap para pembaca

mengenai Penyelesaian yang dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia

untuk mengatasi Sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan.

3. Untuk menambah wawasan dan informasi terhadap para pembaca

mengenai alasan kekalahan Indonesia terhadap Malaysia mengenai hak
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kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan.

4. Untuk memberikan referensi kajian penelitian mengenai Sengketa Pulau

Sipadan dan Ligitan.

1.5. Sistematika Penulisan

Pada penelitian yang dilakukan oleh penulis ini, penulis menyusun hasil

penelitian ke dalam 5 bab yang berbeda dengan tujuan untuk memperjelas dan

mempermudah pemahaman pembaca. Ke-5 bab yang berbeda tersebut adalah Bab

1 Pendahuluan, Bab 2 Kerangka Berpikir, Bab 3 Metode Penelitian, Bab 4 Hasil

dan Pembahasan dan Bab 5 Penutup. Dalam  bab – bab tersebut berisikan :

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam BAB 1 ini berisikan penjelasan mengenai latar belakang terjadinya

sengketa  Pulau  Sipadan  dan  Ligitan  antara  Indonesia  dan  Malaysia,  rumusan

masalah dari penelitian sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan, tujuan dan manfaat

penelitian sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan serta sistematika penulisan dalam

penelitian ini.

BAB 2 KERANGKA BERPIKIR

Dalam BAB 2 ini berisikan pembahasan mengenai hasil tinjauan peneliti

terhadap  studi  –  studi  pustaka  terdahulu  yang  berkaitan  dengan  contoh  kasus

sengketa  –  sengketa  pulau.  Selain  tinjauan  pustaka,  BAB  2  juga  berisikan

pembahasan  mengenai  kerangka  teori  dan  konsep  yang  digunakan  sebagai

pedoman oleh penulis untuk membahas dan menganalisis sengketa Pulau Sipadan

dan Ligitan antara Indonesia dan Malaysia.

BAB 3 METODE PENELITIAN
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Dalam BAB 3 ini  berisikan  tentang metode  penelitian  yang digunakan

oleh penulis untuk meneliti sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan. Selain metode

penelitian,  dalam  BAB  3  ini  juga  berisikan  penjelasan  mengenai  teknik

pengumpulan  data  dan  teknik  penganalisisan  yang  dilakukan  oleh  penulis

mengenai Sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan antara Indonesia dan Malaysia.

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam  BAB  4  ini  berisikan  pembahasan  mengenai  hasil  penelitian

berdasarkan data – data yang telah dilakukan oleh peneliti sesuai dengan rumusan

masalah sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan. Selain itu hasil pembahasan dalam

BAB 4 ini juga sesuai dengan teori dan konsep yang digunakan oleh penulis yang

berkaitan dengan sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan.

BAB 5 PENUTUP

BAB 5 ini merupakan bab terakhir dalam penelitian yang dilakukan oleh

penulis  yang berisikan kesimpulan  dari  penelitian  sengketa Pulau Sipadan dan

Ligitan. Selain kesimpulan, BAB 5 ini juga berisikan saran dari penulis kepada

pembaca sehubungan dengan hasil penelitian mengenai sengketa Pulau Sipadan

dan Ligitan antara Indonesia dan Malaysia.
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